GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

iiPERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 3 _ -
S TENTANG N e A
ADAP’I‘ASI PERUBAHAN IKLIM'-YA»,,:V{_.;‘-,VZ:; e

R DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHA Bsa B

-

R GUBERNUR SULAWESI TENGGARA O R
"Q Memmbang a bahwa s1stem pembangunan yang befkelanjutan dan
| B berwawasan Ilngkungan serta mem1hk1 ketahanan tmggl‘b‘:,

terhadap dampak perub ahan 1khm merup akan kebumhan;’j:.
masyarakat di Provms1 Sulawes1 Tenggara FRRCPS ,} L
b bahwa Adaptam perubahan Ikhm (API) merupakan baglang‘;i o

dan 81stem pembangunan yang berkelanjutan dan

| c bahwa Pemermtah Daerah Sulawe31 Tenggara memxhki'}'fvt..'v
| status geograﬁs dan sektor pembangunan yang rentan\»-": !
terhadap dampak perubah an” lkhin Sehmgga perlu:-f X

Luem -

- / menyusun ak31 AdaptaSI perubahan 1k11m sebaga1 proses -;,:,:v:;;i :

untuk memperkuat dan membangun strategl anUs1pas1:‘::ff

- dampak perubahan 1k11n1 _ SR I
d bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaJmana dunaksud

. " dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Lo "“Peraturan Dacrah tentang Adapt331 Perubahan Ikhm T

| Mengmgat 1 Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhki ’}j
fi::‘j’:_f'-_f‘IndonesmTahun 1945 e T T T
-'};[f?-.vUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 ’I‘entang Penetapan:“:;i

© Peraturan Pemermtah Penggantx Undang—Undang Nomor 2 L

‘;Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah 'I‘mgkat I',’ _ »‘

Sulawes1 tengah dan Daerah ngkat I Sulawe31 Tenggarai.f.,.%v ‘, o ‘_
';r:-;":dengan mengubah Undang-Undano Nomor a7 Prp Tahuni: L
o 1960 Tentang Pembcntukan Daerah Tlngkatl Sulawem Utarai"’ ’5’;1. o S




t_erakhu' dengan Undang-Undang ‘Nomor 9 tahun 201
tentang Perubahan Kedua atas Undang—Undang Nomor 2
tahun 20 14 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara‘-;
Repubhk Indonesxa Tahun 2015 Nomor 58 Tambah
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5679)
‘}l.i:Undang-Undang Nomor IS tentang )

i jperhndungan dan Pengelolaan hngkungan (Lembaran Negara

_:_;;;‘;Repubhk Indones:a Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan:l;
Lernbaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 5059),

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015; i

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara :

Répubhk Indoncsm Tahun 2015 Nomor 2036),

v-.f Pératuran Meuterl ngkungan dan:‘ kehutanan”,_ Nomo

P33 /MenLHK/Set_]en/KUM 1 /3 /2016 "’T_i;tentang Pedoma
vPenyusunan Aksx AdaptaS1 perubahan Iklim.

, Dengan Persetujuan Bersama, e
DEWAN PERWAKILAN RAKYA’I‘ DAERAI—I

‘GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA




- MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN DAERAH:TENTANG ADAPTASI PERUBAHAN IKLI}

| Daerah adalah Prov1n51 Sulawem Tenggal' a

Pemenntah Daerah adalah Pemenntahan Provmsx Sulawesx

. Gubernur adalah Gubemur Provmm Sulawe31 Tenggara

' A" Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan

f?fDewan Perwakxlan Rakyat Daerah Provmsx dalarr;,

’kewenangan Daerah Provmsl, N B

.:‘..,‘..“.bxnas ngkungan Hldup “Prov1n31 _Sulawes1 .

::'lb_,vfselanjutnya "llklsmgkat Dmas adalah orgamsam perangkat
"erah yang bertanggung Jawab menyelenggarakan urusan

F,Perubahan Ikhm adalah berubahnya 1khm- yang dlakxbatkan,
Iangsung atau tldak langsung ole’ akt1v1tas manus1a yang
rrienyebabkan perubahan komposm atmo‘sﬁr secara global




I,O Rencana AlfSl Daerah Adaptam Perubaheu:t Ikhm Vang f },
. Sel .ltnya di ngat RAD API adalah dokumenf
perencanaan adaptam perubahan 1k11m Vang bens1kan SRR
landasan pnontas dan strateg1 vang dlsusun oleh seluruh ‘v
Demangku kepentmgan vanz dlSUSUD. secara partlmpamf ', . .
b komprchensxf dan smergls untuk mengurangx ns1ko dampak o ;‘ ._5:.
perubahan 1k11m dalam rangka membangun ketangmhan o
‘v : masyarakat dalam menghadapl dampak Vang dltlmbulkan | o
11 Forum Adanta51 Pembahan Iklim Daerah vang Selamutnva ;b
 discbut FAPID adalzh badan bersifat ad-hoc yang dibentuk
- untuk mendukung Delaksanaan Adaotasi Perubahan Ikhm -
di Provme‘.l Sulawes1 Tenggara dan men—m],u_—“;a1 fungsl R
L membantu nelaksanaan tugas Gubemur dalam koordmas1 . .

terkaat Adaptasx Perubahan Ikhm d1 daerah

BAB II

Baglan Kesatu

Perencanaan

Pasalz

( 1) Perencanaan merupakan nenvusunan Rencana Aksz Daerah 2
: Adaotasx Perubahan Ikhm - e T |
(2) Penvusunan Rencana Aksx Daerah Adantasx Perubahan Ikhm ,  v -

: _;'vsebagalmana dlmaksud nada avat ( 1\ mehoutl

o 'a, 1dent1fika31 target cakupan wﬂavah dan/atau sektor

soes1fik dan masalah damoak oerubahan 1k11m '

,"-b nenvusunan kauan kerentanan ketangguhan dan nsxko ‘;

1k.hm

N " l': c. penyusunan plllha_n ak31 adaptasx perubahan 1k11m,
ST d nenetanan Dnontas aksn adantasx Derubahan 1khm el
e pengmtegra&an aksa adaptasx pembahan 1k11m ke dalam L

kcbuakan, B rencana dan/atau proeram pembansmnan CELe

daerah dan

£ ponetapan rencana aks adaptasi perubehon iim.
{3\ Tata cara nenvusunan rencana aks1 adaota31 nerubahan‘j e |
1khrn sebagaunana dxmaksud oada avat {2\ d1atur dalam;- SR

Peraturan Gubernur.




-:’";":'(1) Penyusunan Rencana Aks1 Adaptam Perubahan Ikhm
o sebagazmana dlmaksud dalam Pasal 2 dllaksanakan oleh“f] e

Dmas yang membldangl urusan ngkungan Hldup

(2) ﬁalam rangka penyusunan - rencana ak81 é&aptaﬁ .
. perubahan 1k11m sebagalmana dunaksud pada ayat ( 1)’ m aka St

Gubernur mcmbentuk T1m LU

) (3) Tim sebagalmana yang dlmaksud pada ayat (2) mehpun
A Perangkat Daerah terkalt R

" b perguruan tmggl, | , . SR

B c Iembaga swadaya masyarakat dan f - o

'Yd kelompok masyarakat

Pasal 4

B . "_':i‘; ‘(1) Rencana Akm Adaptam Perubaharz Ikhm dltetapkan untuk;_ :

Jangka Wakt:u hma tahun SR 3 E

(2) Rencana ak81 adaptas1 perubahan 1k11m sebagalmana

dlmaksud pada ayat (1) dapat chmomtonng settap tahun, -

ivbvzz':dan’ .

: "(3] Momtormg setlap tahun sebagatmana d:maksud pada ayat ‘f
o = @ dlgunakan sebagaJ dasar untuk mengevalua51 " S

1mp1ementa31 Rencana Aksz Adapta31 perubahan Ikhm

Pasal 5

: (11 Penyusunan Rencana Ak31 AdaptaSI Perubahan Ikhm |

dllakukan dengan mel'umuskan
a Permasalahan, : S

d momtonng dan evalua31

L ; (2) Pcnctapan Rencana Aks1 Adaptas: Perubahan Ikhm‘;f
-’ dﬁakukan oleh Gubemur A T R




, Pasal 6
| (1) Rencana Aks1 Adaptasx Perubahan Iklim yang telah dlsahkan
selanjutnya dljadlkan dasar bag1 perangkat daerah sektor
o spesrﬁk untuk menyusun rencana ker1a tahunan
(.4) Bagi perangkat daerah yang tidak menjadikan dasar

nenvusunan renoana keria tahunannva akan d1benkan
sank31 adrmn1stras1 ' '

Bagian Kedua
© Pelaksanaan

o Pasal :

( 1) Rencana Aksx Adantas1 Perubahan Ikhm dllaksanakan oleh
perangkat daerah melalm program masmg-masmg sextor

. (2) Program sektor sebagaimana dxmaksud avat (1) adalah
- program seKtor yang telah dlanggarkan oleh masmg-masmg
perangkat daerah o

(3) Apabila program sektor sebagaumana dlmaksud pada ayat [eY
- belum dlanggarkan nada tahun’ benalan. maka perangkat

| aaerah narus mengusulkan kembali program dimaksud

“untuk dxanggarkan pada tahun benkutnya

Pasal8
( 1) Program sektor sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) adalah | program - sektor yang menjacu program kerja
tahunan perangkat daerah. o " -
(2) Program kerja tahunan perangKat daerah sebagaunana
- dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetuluan dan
gubernur melalui Ketua Badan Perencanaan Pembangunan
~ Daerah; dan - ‘
(3) Program kerja perangkat daerah . yang telah mendapat
persetu]uan sebagaxmana dlmasud pada ayat (2) harus

d11rnplementas1kan pada tahun berjalan

Dasal 9
(1) Implementas1 program Kkerja perangkat daerah tentang
' adaptaSI perubahan vlkhm ditujukan untuk meningkatkan
-6-



: ,‘3'(11);

kemaml’uan adaptaSI masyarakat .t_erkadap perubahan
e e S ,
- (2)
* pada ayat (1) ketangguhan masyarakat di bidang pertanian,
penkanan kehutanan, air, transportaSI, dan kesehatan o
o dalam menghadapl bencana akaat perubahan iklim. - |

_Kemampuan adaptasx masyarakat sebagaumana dlmaksud‘ Ry

| . Pasal 10 o
Implementas1 program kerJa perangkat daerah sebagalmana

""dlmaksud pada pasal 9 ayat (l) dapat dlkexjasamakan'

- dengan plhak lain.

(2)
~ instansi pemermtah swasta, dan kelompok masyarakat

(3)

Pihak lam sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah. -

Instansi . pemenntah lamnya sebagaamana dxmaksud pada'_

- vayat (2) adalah 1nstan81 Pemerlntah Pusat dan/atau Daerah o

i ’}.‘v";"f'yang mempunyax tugas dan fungs1 melakukan penehtlan dan LR

pengembangan dlbldang pembahan iklim. ..

| .:(3)

" -’g_'pada ayat (2) adalah daerah rawan banjlr daerah rawal’l,,ﬁl B

Pasa.l 11

Keljasama sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1)_

dapat berupa penelxtlan dan pemetaan

Peneh‘uan dan pemetaan sebagalmana dlmaksud pada ayat}v :

(1) dllakukan untuk pemetaan daerah rawan bencana, dan

Pemetaan daerah rawan bencana sebagannana dlmaksud '

| i-‘i;f";:,llongsor daerah rawan gelombang, daerah rawan kekenngan’ R L

i :»,'daerah rawan pangan dan bencana lamnya

Pasal 12 )

Tata cara 1mplemeta31 Rencana AkSl Adapta31 Perubahan lkhm -

bagi perangkat daerah leblh lanjut dlatur melalux Peraturan_'» N

RS 'Gubemur




Baglan Ketlga

Momtormg dan Evalua81 R

Easal 13 -

) :Momtormg dan eva.luam Wa_]lb dxlakukan daJam penyusunan

f dan 1mplementa31 Rencana AkSl Adaptasx Perubahan Ikhm o

o

@

' sebagalmana dlmasud pada a.Yat (l) adalah mdlkator-, o e

o ayat (2) adalah kemampuan daerah untuk beradaptasr“*. R

@

i' L Pasall4

Momtormg dllakukan untuk mendapatkan data dan | B

1nfonna31 xmplementam Ak31 Adapta31 Perubahan Ikhm

1nd1kator ketangguhan daerah.

Kntcna ketangguhan daerah sebagalmana dlmaksud pada":

terhadap perubahan lkllm, dan | .
Indlkator ketangguhan daerah sebagalmana dlmaksud pada

' ayat (3) dxatur leblh lanjut melalul Peratura.n Gubernur v

o

o "

Lt i ’adaptam perubahan 1k11m

- dunaksud pada ayat (1) mencakup evaluam sebelum, selarna

Pasal 15

Momtonng terhadap : mdlkator ketangguhan » daerah R
L sebagmmana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dﬂakukan‘;‘
o secara penodlk sekah dalam setahun, dan ERR S

Hasil momtonng sebagalmana dnnaksud pada aYat (1)' RERCNERT

men_;adl dasar untuk melakukan evaluaSI kinerja Adaptas1 :

Perubahan Ikhm v

_ Pasa] 16 L
Evaluasx kinerja Adaptas1 Perubahan Iklim sebagalmana
dlmaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dllakukan ‘untuk

memperoleh gambaran perubahan kond131 daerah dlbldang

Evaluasx kinerja Adapta31 Perubahan Ikhm sebagaamanaf

dan setelah keglatan bex]alan dan e

‘Indlkator klner_]a Ak31 Adaptasx Perubahan Ikhm}f“v;‘




. (3) Evaluas1 kmex]a Adaptas1 Perubahan lkhm Sebagalmana
,‘ dlmaksud Pada ayat (2) dllakukan palmg sedlkxt sekah
. dalam 2 (dua) tahun | » o

Has11 evaluasx kmer_;a Adaptas1 Perubahan Ikhm dlgunakan .

= hfuntuk penyempurnaan perencanaan Aks.1 Adapta81 Perubahan R

: "t:;f'(l) Gubernur 3'- melaksanakan momtormg dan evaluaS1

) pelaksanaan Rencana Aksn Adaptas1 Perubahan Ikhm | 1, L
" (2) Dalam rangka pelaksanaan monltonng ‘dan evalua51
. o - - Rencana AkSl Adapta31 Perubahan Iklim - sebagalmana =
e - dlmaksud pada ayat (1) maka gubernur membetuk tim lmtas o
mstansx n : ‘ ‘ L
(3) T1m lmtas mstan31 sebagmmana dxmajsud pada ayat (2)
dlkoordmxr oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
| dan mehbatkan t1m pakar dan LA . et
: vf (4) Tun pakar sebagalmana d:maksud pada ayat (3) berasal dan
o Perguruan 'I‘mggl | |

e o : , Pasal 19 . - Gt
SRR Ketentuan 1eb1h Ianjut mengena.l tai:a “cara rnomtonng dan' o
.' I ';jv"":'jevaluam Aksi. Adapta31 Perubahan Ikhm lebih lanJut dlatur E Rt

S ‘,v,»;».',}vdengan Peraturan Gubernur TR I

Baglan Keempat

Pembmaan dan Pengawasan o

| Pembinaan = "

L ._,. Pasal 20
(1) P emblnaan keglatan Ak31 Adaptam Perubahan Ikhm
| dxlakukan oleh Gubemur | v i

I
|



:d pendldlkan pelatlhan dan penyuluhé{ﬁ;

ve pembenan bantuan tekms
1 }fasxhtasx, -
g sosmhsasx dan dlsemlnasx, _dan / atau!_;

h. penyedlaan sarana »dan prasaran’ '

_.:Ketentuan leblh';_z, lanjut mengenax tata cara pembmaan : dan
» -:pengawasan keglatan AkSl Adapta31 Perubahanﬁ_: ’khm dlatu

,melalul Peraturan Gubernur




o Pasal 27

(1) Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Aksi Adaptasx : -, :

Perubahan Iklim sebagaxmana dnnaksud dalam Pasa] 26
dilakukan oleh Dmas dan ' : -

(2) Pemberdayaan masyarakat dalam Pelaksanaan AkSl Adaptasf.v{vf e
: Peruba.han Iklim sebagalmana dlmaksud pada ayat n dapat,: Ll

' mehbatkan Perguruan nggl, Lembaga Penelman dan LSM ‘.

S

; . dllakukan melalui: >
o a pendldlkan pelatJhan dan penyuluhan

.  Pasal28 57_" - SR
Pemberday aan masy arakat dalam keglatan Akel Adaptasa e

Perubahan Ikhm sebagalmana dlrnaksud dalam Pasa] 27;‘{;"1. _

b pendamplngan, B

c. pembenan bantuan modal

e penyedlaan sarana dan prasarana

L v.,f:;‘;i?v(Q)

d. sosmhsam dan diseminasi; dan /atau

EPLL. IR

Ketentuan leblh lanjut mengenal tata cara pemberdayaan L

masyarakat dalarn kegxatan Aks1 Adapta51 Perubahan Ikhm |

. lebih lanjut dlatur melalux Peraturan Gubernur

@

- ‘Perubahan Ikhrn _ baxk secara 1nd1v1du kelompok SRR

 Peran serta plhak swasta dalam Ak31 Adapta31 Perubahan Ikhm IR

- ;_:_PERAN SERTA SWASTA P

Pasal 29

Plhak swasta Wajlb berperan serta dalam Aksx Adaptasl.,,’,-,;._.v _»
Perubahan Ikhm sesua.t dengan bldang usaha/ keglatan dan ’,'vv;{":f:?ik,?;i‘.'":‘i' . -;
Plhak swasta dapat berperanserta dalam Ak31 Adapta31 o

_ pel'kumpulan atau mela.lul Forum Adapta31 Perubahan Ikhm R

-
1

' Pasal 30

| sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mencakup

a

- aspek kelestanan lmgkungan, .-

!

pelaksanaan keglatan usaha harus mempertxmbangkan e

\

7,;“-";12“:-"' R

cE ; v o S



‘b pembenan sumbangan permku'an terhadap Aksx Adaptasrl
Perubahan Iklim; | ‘ |

- ¢. pelaksanaan pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya
| | ~ alam akibat kegiatan usaha yang dilakukan; )
d. pemberdayaan masyarakat terkait keglata_n Aksi Adaptasx ,
| Perubahan Ikhm, dan '_ : ‘ . .
€. mendukung dan aktif dalam Forum Adaptasn Perubahan -

’ Iklim. ' B o

* PERAN SERTA AKADEMISI

: ~ Pasal 31 : - )
' (1) Akaden'usx dapat dlllbatkan dalam Aksx Adaptasx Perubahan o
- (2} Peran serta akademlsl sebagaJmana dimaksud pada ayat [ 1) :
- bersifat konsultatif dan aks1 sesua1 dengan kompetensx
keﬂmuannya, dan ‘ '
~ (3) Peran serta akademisi sebagannana dimaksud pada ayat (2)
A dapat dllakukan secara perorangan atau kelompok seperti
Pusat Stud1 atau Forum Adapta31 Perubahan Ikhm '

Pasal 32 :
Peran serta akademlsl dalam Aksi Adapta81 Perubahan Iklim
""‘sebagmmana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat' )
~dilakukan melalui: ‘ v
a pembenan mfonna31 atau rckomcndas1 bcrdasarkan has:l '
' penchtlan dan pemllqrannya yang berkaJtan dcngan Ak31
Adaptasi Perubahan Ikhm, | ‘
~b. pembenan 1nforma81 teknolog1 ramah llngkungan yang dapat
~ diterapkan dalam Aksi Adapta81 Pcrubahan Iklim; '
c. keterhbatannya dalam penyusunan rencana Aksi Adapta31 -,
' Perubahan Iklim, monitoring dari “evaluasi, penyusunan
 sistem informasi Aksi Adapta31 Perubahan Ikhm, pembmaan
- dan pemberdayaan masyarakat dan ' |
b, ikut aktif menggeraldcan Forum Adapta31 Perubahan Iklim.

-13-



v FORUM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

termptanya keterpaduan penyelenggaraan Ak i
"Adaptas: Perubahan IKlim, ‘Gubef‘rlur membentuk Forum
Adaptasx Perubahan Ikhm .

(2) v Forum Adapta31 Perubahan Iklim mempunyax fung31 untuk

menampung dan menyalurkan asp1ras1 masyarakat”
erkaut adaptas1 perubahan 1k11m,
b membenkan sumbangan permeran dalam Aksi Adaptasi

,;:Provmm Sulawe31 Tenggar |
7) ‘»Pernblayaan Forum Adaptﬁsn Perubahan Ikhm ) dlbebankan:-
:.;i g kepada APBD dan"sumber da.na Iamnya yang sah fdan’tlda




BABVII
- PENDANAAN-

Pasal 34

Anggaran Bxaya Adaptasx Perubahan Ikhm bersumber dan

B -

b.

Q)

anggaran pendapatan dan belan_la Daerah dan :
sumber lain yang sah serta tidak mengxkat sesuai dengan

kctentuan Peraturan Perundang«Undangan

BABIX
- KETENTUAN PERALIHAN

o Pasal 35 -
Keténtuahv | leﬁih' lan_]ut tentang pelaksanaan dan |
penyusunan dokumen RAD-APIE; pada masing-masing
peréngka& daerah diatur oleh pérezlngkat daerah bersama-

. sama suatu FORUM Koord1nas1 Adaptas1 Perubahan Iklim

Daerah (FKAPID), sesua1 dengan tugas dan kewenangannya

- masmg—masmg

@

FKAPID sebagannana dimaksud dalam ayat ( 1) terdiri dari
unsur pemerintah daerah, kabupaten/ kota, organisasi

o pemerhatl hngkungan atau masyarakat perwakilan.
3)

Pembentukan, tugas dan kewenangan dari  FKAPID

sebagalmana dlmaksud da]am ayat (1) akan dxatur da]am ,’ .

Peraturan Gubemur ‘ !

| Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mula1 berlaku dokurnen aksx
Adaptasi Perubahan Iklim yang telgh disusun dinyatakan

‘masih tetap bei‘laku sepanjang tidak bertentangan dengan

- ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

.15
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BAB X
PENUTUP

- - Pasal 37 , o
. Peraturan Daerah ini mu1a1 berlaku pada tanggal dxundangkan
"-'»::-,Y.Agaf seuap orang mengetahulnya, - memenntahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

B ‘; Vdalarn Lembara.n Daerah Provm31 Sulawem Tenggara -

Dltetapkan d1 Ken an AR
‘pada tanggal 36,—#- 2009
AWEST TENGGARA, e

| Dlundangkan dl Kendan
'- 'pada tanggal .‘18 2- 2019 .
| Pj SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

| }.LEMB AN DAERAH PROVINSI SULAWESI}‘_‘»VTENGG‘ARA_ TA_HUN 2019

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA




| PE&J)E.LAS”AN -

Perubahan 1kltm telah terjadl dalam beberapa dekade terakhlr 1nr d1
’berbagaJ ‘mlayah d1 duma Perubahan 1khm aklbat pemanasan global
.l(glo‘bal warmmg) adalah aklbat dan akumu1031 }gas rumah kaca yang
g'sebaglan besar dlhasﬂkan oléh 1ndust11al1sa31 » ffansportasx kebakaran,
hutan' dan deforestrasz Sehlngga, . zkhm merupakan salah :"satu elenieng

\n peradab ‘n

;budaya manus:a karen umat manuSIa harus ‘:beradaptaSI “dengaﬁ}
:vpérubahan kOI’ldlSl yang;kadang men_]adl element pentmg yané ,}vdapat
ftnenmgkatkan atau fnengancam eksmtensmya Sefangkaaan perabahan
dalam struktur dan komposm bum1 sudah tel]adx seJak pembentukannya
'vsebagal salah satu planet dalam tata surya sampal saat 1n1 Perubahan ml'
fmempengaruhl seluruh baglan utamanya yakm atmosfer, hzdrosfer, geosfer
tdan bzosfer S S
Pérubahan 1khm merupakan ge_]ala alam an : suht untuk dlhlndan-
‘dban sudah du‘asakan dampaknya Terka1t ‘den an dampak yang akan,.
dltlmbulkan dan perubahan 1kllm tersebuti maka perIu dllakuka
<pényusunan program ak51 adaptasz perubahan zkltm yang bertu_;uan untﬁk-f
fmen.]amm atau mengamankan pencapalan sasaran utama pembangunan
_f"serta menmgkatkan ketahanan (reszlhence) masyarakat baxk secara ﬁ31k »
:kumaupun ekonoml, somal dan hngkungan terhadap dampak perubahanf
f'lkhm Pembangunan nasmnal dengan agenda adapta31 terhadap dampak"

\pérubahan 1khm memxhkl tuJuan akhlr agar termpta sxstem pembangunan:

yang adapttf atau tahan terhadap perubahan tkhm yang texjadl saat 1m

‘Pembangunan berkelan_}utan yang mengakomoda31 keglatan adaptas: i
fperubahan 1khm dlharap dapat mengurangl kerentanan saat m1 sehmgga

dak mengorbankan kapasxtas generasx mendatang untukw memenuhi
fkebutuhan mereka Hal 1n1 dxperlukan karena perubahan' ":khm akan

. set1ap sektornya, termasuk Juga w1layah Prov1n31 Sulawe31 Tenggara

Pembentukan Peraturan Daerah tentang adaptam perubahan iklim
yang bertujuan mewujudkan ketertlban dan kepastla.n "'"lhuku‘
mequ udkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat
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